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Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(SMK3) di PT. XYZ, sebuah perusahaan manufaktur gula
rafinasi dengan potensi bahaya tinggi, berdasarkan PP No.
50 Tahun 2012. Studi ini menggunakan pendekatan deskriptif
kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi
aktivitas pekerja dan kuisioner SMK3 selama satu bulan.
Analisis dilakukan untuk menilai kesesuaian penerapan
SMK3 dengan 64 kriteria yang ditetapkan. Hasil
menunjukkan  PT. XYZ menggunakan standar 1SO
14001:2015, 1SO 45001:2018, dan SMK3 PP No. 50 Tahun
2012, dengan tujuan mencapai zero accident. Implementasi
SMK3 di PT. XYZ meliputi penetapan kebijakan K3,
perencanaan K3, pelaksanaan rencana K3, pemantauan dan
evaluasi kinerja, serta peninjauan dan peningkatan kinerja
SMK3. Evaluasi menunjukkan bahwa PT. XYZ memenuhi 63
dari 64 kriteria SMK3, dengan persentase pemenuhan
sebesar 98,43%, yang menandakan hasil yang memuaskan.
Namun, terdapat temuan minor pada kriteria 1.2.2 terkait
penunjukan penanggung jawab K3 (PJK3), serta ketiadaan
operator K3 pada beberapa peralatan kritis seperti pesawat
tenaga produksi, gas detector, teknisi K3 pada pesawat
angkat dan angkut, serta inspector scaffolding. Ketidakadaan
ini dapat mengakibatkan kecelakaan serius, kerugian
finansial, dan konsekuensi hukum, sehingga penting bagi
perusahaan untuk memastikan keberadaan personel K3 yang
kompeten guna menjaga keselamatan, efisiensi operasional,
dan kepatuhan hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa
penerapan SMK3 di PT. XYZ sudah baik, namun perlu
ditingkatkan pada beberapa aspek untuk mencapai kepatuhan
penuh terhadap regulasi K3.

217



JOINTECH UMK P-ISSN : 2723-4711
Vol. 4, No. 2, Juni 2024, PP. 217-223 E-ISSN : 2774-3462

PENDAHULUAN

Kesuksesan sebuah organisasi menjadi hal yang tidak luput dari peranan penting yang
dilakukan sumber daya manusia (SDM). Berkembang atau tidaknya sebuah organisasi
(perusahaan) bergantung pada kualitas SDM yang termasuk di dalamnya. Poin utama yang
menjadi perhatian khusus dalam manajemen SDM yaitu masalah Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (K3) (Galih & Sinaruddin, 2021). Hingga saat ini, masalah mengenai K3 secara umum
seringkali terabaikan. Berdasarkan pada bukti yang disebarluaskan oleh Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ketenagakerjaan di Indonesia pada tahun 2022, jumlah
kecelakaan kerja mencapai angka 265.334 kasus di bulan November, dengan lokasi
kecelakaan terbanyak terjadi di dalam perusahaan (Adiratna et al., 2022).

Menurut PP No. 50 Tahun 2012, SMK3 memiliki urgensi dalam meningkatkan
keselamatan kerja sehingga mengurangi insiden kecelakaan, SMK3 juga membantu dalam
meningkatkan moral dan produktivitas pekerja, meningkatkan kepatuhan hukum sehingga
perusahaan dapat terhindar daru sanksi dan penalti, kemudian dengan adanya SMK3 dapat
membantu dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko yang
merupakan bagian terpenting dari strategi manajemen risiko perusahaan secara keseluruhan.

PT. XYZ merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan industri dalam proses industri
manufaktur, industri ini memiliki potensi bahaya yang sangat tinggi. Perusahaan ini berjalan
dibidang industri pabrikan atau pengolahan yang memproduksi gula rafinasi untuk kebutuhan
industri. Potensi bahaya yang ditimbulkan dalam industri manufaktur sangat besar, seperti
halnya bahaya terjepit mesin produksi, tertimpa peralatan berat baik yang sedang digunakan
maupun tidak selama proses kerja di area perusahaan, terjadi kebakaran atau bahkan jatuh
dari ketinggian serta potensi-potensi bahaya yang lain.

Salah satu teknik untuk menganalisa potensi bahaya pada suatu perusahaan yaitu checklist
potensi bahaya berdasarkan PP No. 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen
keselamatan dan kesehatan kerja.

Penelitian terdahulu terkait analisis SMK3 telah dilakukan oleh Widi Hartono dan
kawan-kawan tahun 2016 dengan hasil proyek yang dilakukan di Tangerang dan Sekitarnya
telah menerapkan program Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sebesar 68,5% dengan
penilaian baik (Hartono;, Purwandari;, and Sugiyarto 2016). Aldias Pratomo Aji dan Novie
Susanto tahun 2022 dengan hasil harus dilakukan usulan perbaikan yang diberikan adalah
membuat sistem informasi manajemen yang terintegrasi. Pada klausul 6 adalah segera dibuat
prosedur untuk pemulihan kondisi tenaga kerja maupun sarana dan peralatan produksi yang
mengalami kerusakan dengan cara mengumpulkan divisi yang terkait (Aji and Susanto 2022).
Dan penelitian dari Michael R. A. Sumanti dan kawan-kawan tahun 2023 dengan hasil dari
166 kriteria (Tingkat Lanjutan) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012
Tentang Penerapan SMK3, jumlah kriteria yang terpenuhi sebanyak 151 kriteria dengan nilai
persentase yaitu 90,96% dan juga terdapat 15 kriteria (13 Minor dan 2 Major) yang tidak
terpenuhi dengan nilai persentase yaitu 9,04%. Hasil tersebut termasuk pada kategori tingkat
penilaian penerapan ‘Memuaskan’. Jadi, Penerapan SMK3 pada Proyek Pembangunan
Bendungan Kuwil Kawangkoan yang dilaksanakan oleh PT. Wijaya Karya akhirnya sesuai
dengan peraturan perundang-undang yang berlaku (Sumanti, Arsjad, and Walangitan 2023).

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka dari itu perlu dilakukan penilaian tingkat
pencapaian dalam menerapkan SMK3 berdasarkan PP No. 50 Tahun 2012, agar dapat
dilakukan pengendalian potensi bahaya apabila didapatkan temuan yang tidak sesuai dengan
kriteria yang ada.
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METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang ditujukan
untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomenafenomena yang ada, baik bersifat
alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik,
kualitas, keterkaitan antar kegiatan (Nana Syaodih Sukmadinata 2011). Data yang diambil
dalam penelitian ini, yaitu dengan memberikan kuesioner dan dengan mengamati aktivitas
yang dilakukan pekerja berbagai divisi selama sebulan saat jam kerja berlangsung yang
kemudian dicatat melalui kuisioner SMK3. Adapun metode analisis data yang digunakan
dalam penelitian ini yaitu mengacu pada PP No. 50 Tahun 2012 untuk menganalisis
kesesuaian antara kriteria yang sudah ditetapkan dalam peraturan dengan penerapan SMK3
yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Pengambilan data yang digunakan untuk
mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yaitu dengan menggunakan
kuisioner SMK3 dan mengacu pada 64 kriteria sebagai penilaian kriteria awal perusahaan.

Pengolahan Data
Studi Pustaka dan Studi Pengambilan Data Checklist berdasarkan
Lapangan Aktivitas Pekerja 64 Kriteria Pada PP No

50 tahun 2012

Kesimpulan dan Saran Pembahasan

Gambar 1. Tahapan Penelirian

HASIL DAN PEMBAHASAN
PT. XYZ menggunakan 1SO 14001:2015, 1SO 45001:2018, dan SMK3 PP No. 50 Tahun
2012 dalam menjalankan SMK3. Tujuan diterapkannya SMK3 di lingkungan kerja, agar PT.
XYZ dapat mencapai angka kecelakaan nihil (zero accident) dalam aktivitas pekerjaan sesuai
dengan komitmen yang telah ditetapkan, kebijakan atau komitmen K3 PT. XYZ
ditandatangani oleh Factory Manager sebagai bukti dari keseriusan mulai dari pimpinan
puncak hingga seluruh pihak yang terkait dengan perusahaan akan pentingnya penerapan
manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Berikut adalah langkah yang dilakukan dalam
menerapkan SMK3 pada PT. XYZ sesuai dengan PP No. 50 Tahun 2012:
A. Penetapan Kebijakan K3
PT. XYZ memiliki kebijakan K3 sebagai komitmen dalam mengaplikasikan SMK3,
kebijakan tersebut dibuat agar dapat dipelajari, dipahami, dan dipatuhi semua elemen
dalam area perusahaan. Selain itu, PT. XYZ memiliki elemen-elemen yang memiliki
peranan dan tanggung jawab berbeda dalam K3. Perusahaan ini juga melakukan
komunikasi yang menegaskan kebijakan K3 melalui safety induction dan sign K3 di
beberapa titik terlihat.
B. Perencanaan K3
PT. XYZ dalam menerapkan SMK3 menetapkan rencana K3 yang sesuai dengan visi dan
misi yang telah diputuskan dengan langkah sebagai berikut:
1. Menetapkan visi dan misi untuk menjadikan perusahaan sebagai tempat kerja yang
aman dan sehat, serta mempertahankan zero accident.
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2. Menetapkan prioritas dengan mengidentifikasi lokasi dengan risiko bahaya yang

tinggi dan mengupayakan pengendalian dari bahaya yang ada.

3. Membuat kebijakan K3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Membuat program kerja dengan tujuan mencapai target untuk penilaian kinerja K3

yang kemudian ditinjau agar program dapat dilakukan secara berkala.

5. Membuat sistem pertanggung jawaban dalam bentuk arsip sehingga dapat digunakan

dapat dipertanggung jawabkan dikemudian hari.
C. Pelaksanaan Rencana K3

Penerapan dari kebijakan yang sudah ada dilakukan dengan menyediakan SDM serta

prasarana dan sarana. Agar mendapatkan SDM yang berkualitas, perusahaan biasanya

menjadwalkan beberapa pelatihan, sosialisasi serta simulasi kepada seluruh elemen
perusahaan sesuai dengan prosedur yang ada. Selain itu, perusahaan juga menyediakan
perlengkapan K3 seperti alat pelindung diri (APD) atau alat penunjang lainnya yang
sesuai dengan SOP, kemudian menggunakan dokumen izin kerja dan formulir analisis
pekerjaan serta alat yang digunakan untuk tiap pekerjaan terutama pada kontraktor.

D. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja

Pemantauan terhadap kinerja K3 dilakukan dengan cara melakukan inspeksi untuk

memeriksa tiap pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan SOP yang ada atau tidak. Selain

itu, dilakukan juga inspeksi pada alat-alat kerja yang digunakan selama aktivitas kerja
berlangsung secara berkala, kemudian hasil inspeksi tersebut digunakan sebagai sarana
untuk mengidentifikasi temuan-temuan dalam pengaplikasian SMK3.

E. Peninjauan dan Peningkatan Kinerja SMK3

Melakukan peninjauan dengan cara mencatat dan mendokumentasikan segala bentuk

pemeriksaan agar dapat dijadikan bahan peninjauan untuk meningkatkan kualitas K3

perusahaan.

Penerapan SMK3 vyang telah dilakukan oleh perusahaan kemudian dianalisis
menggunakan checklist untuk dilakukan perhitungan persentase kesesuaian antara kriteria
audit pada peraturan dengan penerapan yang sudah dilakukan oleh perusahaan. Checklist
yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
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Sesuai [ Tidak

Kriteria Keterangan

1.1 Kebijakan K3

Terdapat kebijakan K3 yang tertulis, berlanggal.
ditandatangani olch pengusaha atau pengurus, secara jelas
menyatakan tujuan dan sasaran K3 serta komitmen

| terhadap peninghatan K3. |

Perusahaan mengkomunikasikan kebijakan K3 kepada
seluruh tenaga kerja, tamu. kontraktor. pelanggan, dan
| pemasok dengan fata cara yang tepat, | |

engusaha atau pengurus bertanggung jawab secara %

penuh untuk menjamin pelaksanaan SMK3.

Petugas yang bertanggung jawab untuk penanganan

keadaan darurat telah ditetapkan dan mendapatkan s
v

pelatihan,
6 26 Perusahaan mendapatan saran-saran dari para ahli di
bidang K3 yang berasal dari dalam danateu luar ‘

perusahaan

3 Tinjauan dan Evaluasi
Pengurus harus meninjau ulang pelaksanaan SMK3 secara | 7 ‘
berkala untuk menilai kesesuaian dan cfeks
14 Keterlibatan dan Konsultasi dengan Ten:
8 141 | Keterlibatan dan penjadwalan konsulta
dengan wakil perusahaan didokumentasiken dan
disebarluaskan ke seluruh tenaga kerja.
" Perusahaan telah membentuk P2K3 Sesuai dengan I A
peraturan perundang-undangan.
| Ketua P2K3 adalah pimpinan puncak atau pengurus Z |
Schretaris P2K3 adalah ahli K3 sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
12 146 | P2K3 menitikberatkan kegiatan pada pengembangan
Kebijakan dan prosedur mengendalikan risko.
Susunan pengurus P2K3 mdekumcmmm dan T I
diinformasikan kepada tenaga ke
P2K3 mengadakan pertemuan secara teratur dan hasilnya
discbarluaskan di tempat kerja.
P2K3 melaporkan kegiatannya sccara teratur sesuai T T
dengan peraturan perundangundangan

10 144
n 145

<

Rencana Strategi K3
Terdapat prosedur terdokumentasi untuk identifikasi

potensi bahaya, penilaian, dan p risiko K3.

24 Tnformasi K3

Informasi yang dibutuhkan mengenai kegiatan K3
discbarluaskan secara sistematis kepada seluruh tenaga

{ ____ kerja, tamu, kontraktor, pelanggan, dan pemasok.

V11

3

Gambar 2. Checklist SMK3 Lembar 1

Pengendalian Perancangan dan Kontral
Prosedur yang terdokumentasi mempertimbangkan
identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pergendalian
risiko yang dilakukan pada tahap perancangan dan
modifikasi
Py U ROTEAE
[ Identifikasi bahaya dan penilaian risiko dilakukan pada 2

| tinjauan kontrak oleh petugas yang berkompeten.

18 r s

Pengeluaran, dan Pengendalian Dokumen
anumcnk\mtnmul i identifikasi status, vt [/
tangeal penseluaran, dan tansesal modifikas

i dari Pembelian Barang dan Jasa
Terdapat prosedur yang terdokumentasi yang dapat
‘menjamin spefikasi teknik dan informas! lainnya yang
relevan dengan K3 telah diperiksa sebelum keputusan
untuk membeli,

Spesifikasi pembelian untuk setiap sarana produksi. zat
Kimia atau jasa harus dilengkapi spesifikasi yang sesuni
dengan persyaratan peraturan dan standar
arang dan Jasa yang Telah Dibeli ‘
| Barang dan jasa yang dibeli diperiksa kesesuaiannya S
| dengan spesifikasi pembelian.

247 611

Petugas yang berkompeten telah mengidentificasikan Z
| bahaya yang potensial dan telah menilai risike-risiko yang

| timbul dari suatu proses kerja.
[725] 615 | Terdapat sistem izin kerja untuk tugas yang berisiko tinggl. |
26 | 616 | APDdisediak Kebutuhan dan di
benar serta selalu dipelihara dalam kondisi yang layak v
pakai |
APD yang digunakan dipastikan telah dinyatakan layak 57
pakai sesuai dengan standar dan/atau peraturan yang,
berlaku.

|27] 617

Pengawasan
Dilakukan pengawasan ustuk menjamin bahwa sctiap 7
pekerjaan dilaksanakan dengan aman dan mergikuti sctiap
prosedur dan peturiuk kerja yang telah ditentukan
Selcksi dan Penempalan Personil .
Persyaratan tugas tertentu termasuk persyarafan Keschatan
diidentifikasi dan dipakai untuk menyeleksi dan v
penempatan tenaga kerja. |
| Penugasanpekejan b bersaran pac Ecmampuan

jan keterampilan serta kewenengan yang dim ki,
64 Arca Terbatas
Pengusaha atau pengurus melakukan penilaian fisiko
lingkungan kerja untuk mengetahu daerah-daerah yang
memerlukan pembatasan izin masuk.
Terdapat pengendalian atas dacrahitempat dergan
pembatasan izin masuk.
Terscdianya fasilitas dan layanan di fempat kerja sesuai v
dengan standar dan pedoman teknis. |

34[ 644 | Rambu-rambu K3 harus dipasang sesuai cengan standar

dan pedoman teknis

L]

Pemeliharaan, Perbaikan, dan Perubahan Sarana Produksi

35 [ 652 | Semua catatan yang memuat data secara rinci dari T
kegiatan pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan, dan
perubahan yang dilakukan atas sarana dan peralatan
 produksi harus disimpan dan dipelihara.

653 | Sarana dan peralatan produksi memiliki sertifikat yang
masih herlaku sesuai dengan persyaratan peraturan dan Vv
standar.

654 Pemeriksaan, pemeliharan, perawatan, perbaikan, dan

setiap perubahan dilakukan petugas yang derkompeten Vg

v
v

&

_ danberwenang.

657 Terdapat sistem untuk penandaan (tag-ota) bagi peralatan
yang sudah tidak aman lagi untuk digunakan atau sudah
tidak digunakan.

Apabila diperlukan dilakukan penerapan sistem
penguncian pengoperasian (fock out system) untuk
mencegah agar sarana produksi tidak ummupm sebelum
saatnya.

40 | 659 Terdapat prosedur yang dapat menjamin kesclamatan dan
‘ kesehatan kerja atau orang lain yang berada didekat v
sarana dan peralatan produksi pada saat proses
[ — pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan, dan perubahan. |
| 6.7 _ Kesiapan untuk Menangani Keadaan Darurat i

a1 6.74 | Petugas penanganan keadaan darurat ditetapkan dan |
diberikan pelatihan khusus serta diinformasikan kepada v
seluruh orang yang ada di tempat kerja. |
42 676 | Peralatan dan sistem tanda bahaya keadaan darurat |
| disediakan, diperiksa, diuji, dan dipelihara secara berkala ~ \/
sesuai dengan peraturan perundang- undangan, standar,
[ dan pedoman teknis yang relevan.
‘ 68 Pertolongan Pertama pada Kecelakaan
15 68l

Perusahaan telah mengevaluasi alat P3K dan menjamin |
bahwa sistem P3K yang ada memenuhi peraturan
perundang-undangan. standar, dan pedoman tcknis.

447|682 Petugas P3K telah dilatih dan ditunjuk sesuai dengan
peraturan perund:

| Pemeriksaan/inspeksi terhadap tempat kerja dan cara
Kerja dilaksanakan secara teratur.

12 /Peng

uran Li

an Kerja ~
||ngkunym kerja di [

secara teratur dan hasilnya didokumentasikan, dipelihara,
dan digunakan untuk penilaian dan risiko.
Pemantauan/pengukuran I|ngkunun kcua mcllpuu faktor
| fisik, kimia, biologis, radiasi, dan psikologis. [

Pemantauan/pengukuran lingkungan kerja dilakukan oleh |
petugas atau pihak yang berkompeten dan berwenang dari | 4/ |
| dalam dan/atau luar perusahaan.
74 Pemantauan Kesehatan
Dilakukan pemantauan kesehatan tenaga kerja yang T
| bekerja pada tempat kerja yang mangandung bahaya v
I tinggi sesuai dengan dengan peraturan perundang- |
undangan.

a
s
=
=

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
745 Catatan menganai pemantauan kesehatan tenaga kerja

[s0] 743 g hdokter |
| pemeriksa yang ditunjuk scsuai peraturan perundang- |
_undanganyangberlaku. 1 | =
51| 744 Perusahaan menyediakan pelayanan kesehatan keria vl ‘

dibuat sesuai dengan peraturan perundany gan.
3 Pemeriksaan dan Penghajian Kecelakaan E
53 [ 831  Tempat kerja/perusahaan mempunyai prosedur A ‘ ﬂ‘
pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan kerja dan

penyakit akibat kerja.

91 Penanganan Secara Manual dan Mekanis

Terdapat prosedur untuk identifikasi potensi bahaya dan
menilai risiko yang htrhubungan dengan penanganan
secara manal dan mekani: |

Identifikasi dan penilaian v Gaanaian o I

petugas yang berkompeten dan berwenang. |

__ Sistem Pengangkutan, Penyimpanan. dan Pembuangan ]
" Terdapat prosedur yang menjamin bahwa bahan disimpan
dan dipindahankan dengan caa yang aman sesuai dengan | \/ |

“Terdapat proscdur yang menjamin bahwa bahan dibuang

dengan cara yang aman sesuai dengan peraturan v

perundang-undan |
93 Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya (BKE) = |

Perusahaan telah mendokumentas '{ |

prosedur mengenai penyimpanan, penanganan, dan
| pemindahan BKE sesuai dengan persyaratan peraturan "4
wmndang undangan, standar. dan pedoman teknis yang

33 d.\ml sistem untuk mengidertifkasi dan pemberian | s
__label pada bahan kimia b |
60 934

persyaratan peraluran perundang-undangan dan'ateu

Rambu peringatan bahaya .am}npmg Sesuai dengan _“
standar

relevan.

2 Pelatinan Bagi Manajemen dan Penyelia . !
ol Anggota manajemen chsekutif dan pengurus berperan [
Serta dalam pelatihan yang mencakup penjclasan tentang
| Kewajiban hukum dan prinsip-prinsip serta pelaksanaan
K3 I
| Manajer dan penyelia menerima pelatihan yang sesuai "
dengan peran dan tanggungjawab mereka. |
Pelatihan Bagi Tenaga Kerja
1 Pelatihan diberiken kepada semua tenaga kerjatermasuk. |/
tenaga kerja baru: dan yang dipindahkan agar mereka
| dapat melaksanakan tugasnya secara aman. | | |
125 Pelatihan Keahlian Khusus - B
Perusshaan memunsa sistem ek marjamin kepatuhan [/
| terhadap persyaratan lisensi atau kualfikasi sesuai dengan
pesaturan perundang-undangan untuk melaksanakn tugas
Khusus, melaksanakan pekerjaan atau megoperasikan |
 peralatan. |

)””‘j\’j:n{. é? betedq

Gambar 4. Checklist SMK3 Lembar 3
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Hasil pencapaian PT. XYZ dalam memenuhi kriteria audit SMK3 ditentukan dengan
menghitung persentase pemenuhan Kriteria yang sesuai dengan PP No. 50 Tahun 2012, yang
mana Kriteria yang terpenuhi berjumlah 63 dari 64 kriteria sehingga didapatkan hasil sebagai
berikut (PP No. 50 Tahun 2012):

Jumlah kriteria yang dipenuhi

- Jumlah kriteria keseluruhan sesuai tingkatan

= 63 X 100%
~ 64 0

=98,43%

X 100%

Hasil checklist dan perhitungan persentase menunjukan bahwa PT. XYZ mencapai nilai
98,43% dari jumlah 64 kriteria audit SMK3 untuk penilaian tingkat awal sesuai dalam
lampiran 1l PP No. 50 Tahun 2012 dengan hasil yang memuaskan. Adapun temuan yang
tidak sesuai kriteria menunjukkan kategori minor, yang mana perlu adanya tindak lanjut pada
kriteria 1.2.2 terkait penunjukkan penanggung jawab K3 (PJK3), karena PT. XYZ masih
mencari vendor PJK3 untuk pemadam kebakaran kelas B dan A, kemudian belum memiliki
operator K3 pada pesawat tenaga produksi (PTP) mixer dan turbin serta gas detector, lalu
belum memiliki teknisi K3 pesawat angkat dan angkut serta storage dan tangki timbun,
terakhir belum memiliki inspector scaffolding. Jika perusahaan belum memiliki operator K3
pada PTP mixer dan turbin serta gas detector, teknisi K3 pesawat angkat dan angkut serta
storage dan tangki timbun, serta inspector scaffolding dapat berakibat pada kecelakaan
serius, kerugian finansial, dan konsekuensi hukum yang signifikan karena dapat termasuk
dalam kegagalan mengimplementasikan standar K3 sehingga perlu memastikan keberadaan
operator, teknisi, dan inspektur K3 yang kompeten untuk menjaga keselamatan, efisiensi
operasional, dan kepatuhan hukum di perusahaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada uraian hasil dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa PT.
XYZ menerapkan kebijakan K3 dalam pengaplikasian SMK3 berdasarkan pada PP No. 50
Tahun 2012, yang mana dalam tabel checklist menunjukkan bahwa terdapat 63 kriteria yang
telah terpenuhi sehingga menghasilkan persentase sebesar 98,43% dari 64 kriteria untuk
penilaian tingkat awal. Kemudian didapatkan temuan dalam kategori minor pada Kriteria
1.2.2 terkait penunjukkan PJK3 yang menunjukkan bahwa PT. XYZ masih belum memiliki
PJK3 pemadam kebakaran kelas B dan A; teknisi K3 untuk pesawat angkat dan angkut serta
storage dan tangki timbun; operator K3 untuk PTP mixer, PTP turbin, dan gas detector;
kemudian inspector untuk scaffolding. Melalui temuan dalam kategori minor tersebut apabila
tidak segera terpenuhi akan berdampak pada kecelakaan serius, kerugian finansial, dan
konsekuensi hukum vyang signifikan karena dapat termasuk dalam kegagalan
mengimplementasikan standar K3 sehingga perusahaan perlu memastikan keberadaan
operator, teknisi, dan inspektur K3 yang kompeten untuk menjaga keselamatan, efisiensi
operasional, dan kepatuhan hukum di perusahaan.
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